
 

      

 

     

Tarif dasar listrik atau TDL pun bulan ini di-
naikkan. Kenaikan ini sesungguhnya hanya mengurangi 
subsidi Rp 4,8 triliun. Walaupun demikian, kontroversi 
pasca-kebijakan ini diambil terus merebak. 

Asosiasi Pengusaha Indonesia menuding, kenai-
kan melebihi 10 persen sebagaimana hasil kesepakatan 
eksekutif dan DPR. HIPMI mengkhawatirkan, TDL baru 
dapat menurunkan daya saing industri kecil menengah 
(Kompas, 1/7/2010). Reforminer Institute memprediksi, 
kenaikan TDL sebesar 10 persen dapat mengurangi per-
mintaan tenaga kerja industri sebesar 1,17 persen 
(Jakarta Post, 29/6/2010). 

Kenaikan TDL, adalah akibat salah kelola sum-
ber daya energi di Negara ini.  Tingginya biaya produksi 
listrik yang diperkirakan sebesar Rp 1.100 per kilo-watt-
jam, diakibatkan bauran energi primer yang tidak opti-
mal. Biaya pembelian BBM menyumbang 60-65 persen 
total biaya bahan bakar PLN. Padahal, listrik yang di-
bangkitkan oleh pembangkit dengan BBM hanya 20 per-
sen dari seluruh listrik.  Seluruh kebutuhan energi 
primer harus dibeli oleh PLN dengan harga pasar. Paso-
kan gas alam yang tersedia hanya setengah total kebutu-
han PLN. Oleh karena itu, supaya listrik tetap menyala, 
BBM dibakar menggantikan gas. Akibatnya, biaya pem-
bangkitan melonjak tinggi. 

Ironisnya gas alam yang merupakan aset strate-
gis justru dijual murah ke Negara lain. Gas alam asal 
Tangguh yang dijual ke China, misalnya. Pemerintah te-

lah diingatkan oleh sejumlah pihak jauh-jauh hari bahwa 
jika potensi gas Tangguh dimanfaatkan untuk kepentingan 
industri dan pembangkit listrik domestic, akan memberi-
kan nilai tambah yang lebih besar ketimbang manfaat fi-
nansial menjual sumber daya alam mentah ke Negara lain. 

Distorsi Ekonomi 
Kegagalan mengatur alokasi sumber daya energi 

dan kebijakan harga energi yang tepat harus dibayar den-
gan mahalnya ongkos produksi listrik, yang ujungnya ha-
rus disubsidi besar-besaran. Subsidi telah menciptakan 
distorsi ekonomi, memperlemah daya saing industri, 
meningkatkan beban utang pemerintah dan mengakibat-
kan pergeseran prioritas anggaran yang semestinya dapat 
dimaksimalkan guna mengatasi kemiskinan dan pemban-
gunan infrastruktur dasar untuk mencapai pertumbungan 
ekonomi. 

Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus 
diselesaikan pasca-kenaikan TDL. Selain pembenahan 
kebijakan dan manajemen sumber daya energi untuk 
menjamin keamanan pasokan energi, PR yang juga perlu 
diselesaikan oleh pemerintah adalah reformasi subsidi 
listrik. Reformasi subsidi listrik harus diarahkan untuk 
menjamin akses rakyat miskin mendapatkan tenaga listrik 
sesuai kebutuhan layak, meningkatkan daya saing industri 
kecil dan menengah, mendorong upaya konservasi energi  

OPINI– KOMPAS– RABU, 14 JULI 2010 

Setelah TDL Naik 
Oleh : Fabby Tumiwa 

Fabby Tumiwa adalah Direktur Eksekutif IESR– selama 
10 tahun terakhir Fabby fokus untuk isu energi terutama 
pada tatakelola ketenagalistrikan dan perubahan iklim. 
Fabby juga aktif dalam negosiasi perubahan iklim interna-
sional. Dalam tiga tahun terakhir dia aktif menjadi anggota 
delegasi Indonesia untuk berbagai forum negosiasi peruba-
han iklim. Tulisan Fabby juga sering ditemui di media cetak 
nasional, dan sering menjadi narasumber terkait isu energi 
dan perubahan iklim.Email : fabby@iesr-indonesia.org 
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listrik, serta memberikan ruang bagi pemanfaatan 
anggaran bagi pembangunan infrastruktur kelistri-
kan untuk memberikan akses bagi 19 juta rumah 
tangga yang belum memperoleh listrik. 

Perlu disadari, reformasi subsidi listrik 
bisa mengakibatkan penyesuaian tariff listrik untuk 
golongan pelanggan tertentu. Walaupun demikian, 
jika kebutuhan gas alam untuk pembangkit dapat 
terpenuhi, dengan komposisi bauran energi yang 
optimal, biaya produksi listrik dapat turun hingga 
Rp 800-an per kilowatt-jam sehingga beban subsidi 
dikurangi dan penyesuaian tariff dapat diminimal-
kan. 

PR lainnya yang perlu dikerjakan adalah 
pembangunan pembangkit, transmisi, dan distri-
busi. Dalam satu dekade terakhir, pembangunan 
pembangkit listrik jauh di bawah tingkat pertum-
bungan yang sesungguhnya. Pertumbuhan pen-
jualan tenaga listrik PLN selama tujuh tahun tera-
khir 6,3 persen per tahun karena terbatasnya ket-
ersediaan pasokan daya listrik. Idealnya, dengan 
tingkat pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun, 
permintaan listrik tumbuh di atas 8 persen. 

Dampaknya adalah gejala deindustrialisasi 
berupa stagnasi pertumbuhan pelanggan industri, 
serta pertumbuhan konsumsi listrik untuk sektor 
industri tujuh tahun terakhir dan sektor bisnis 
empat tahun terakhir. Kenaikan beban puncak 
yang rata-rata 10 persen per tahun di sumbang 
oleh konsumsi listrik rumah tangga yang rata-rata 
pertumbuhan pelanggannya mencapai 1 juta per 
tahun. 

Kegagalan program percepatan pemban-
gunan pembangkit listrik batu bara tahap pertama 
yang diinisiasi pada tahun 2006, serta mundurnya 
implementasi proyek listrik swasta (IPP) bisa  

 

mengakibatkan krisis listrik dalam dua hingga tiga 
tahun ke depan  

Pada tahun 2007-2008, penambahan pem-
bangkit listrik pada sistem Jawa-Bali hanya 170 MW. 
Jumlah ini hanya sepersepuluh penambahan ka-
pasitas pembangkit yang ideal. Ketidakjelasan pelak-
sanaan proyek percepatan pembangkit listrik tahap 
kedua juga bisa mengakibatkan krisis listrik akut 
tahun 2015. 

Tiga saran 
Untuk itu, pemerintah dan PLN perlu me-

lakukan: pertama, memastikan bahwa realisasi pem-
bangkit pada proyek percepatan pertama tidak lagi 
mundur. Memastikan performa pembangkit listrik 
proyek percepatan yang telah beroperasi dan kuali-
tas pembangkit yang dibangun. 

Kedua, reevaluasi program IPP yang stag-
nan. Opsi pengambilalihan proyek IPP yang memang 
tidak mampu berjalan kiranya perlu dipertimbang-
kan sehingga tidak mengganggu perencanaan ke-
tenagalistrikan dan memastikan pasokan daya tepat 
pada waktunya. 

Ketiga, investasi infrastruktur kelistrikan 
melalui peningkatan penyertaan modal pemerintah. 
Dengan kebutuhan dana sebesar Rp 35 triliun per 
tahun untuk dapat membangun 2.500 MW kapasitas 
pembangkit, serta penguatan transmisi dan distri-
busi setiap tahun, diperlukan tambahan dana inves-
tasi sebesar Rp 15 triliun – Rp 20 triliun per tahun 
untuk menambah selisih kebutuhan dana investasi 
PLN. Sebagian atau seluruh dana ini dapat diambil 
dari reformasi subsidi listrik yang tepat. Dana ini 
dapat dialokasikan juga untuk pengembangan energi 
terbarukan serta listrik pedesaan. 
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Jl. Mampang Prapatan VIII. Komplek 
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Energy & Persistence Conquer All Things 
(Benjamain Franklin) 

Program & Sub– Program Tata Kelola Ketenagalistrikan Institute for Essential Services Reform 

1. Electricity Governance Initiative (EGI): meru-
pakan inisiatif internasional yang diinisiasi oleh 
World Resource Institute dan Prayas Energy Group 
pada tahun 2003 yang melakukan kajian 
(assessment) tata kelola sektor ketenagalistrikan di 
sejumlah negara. IESR menjadi anggota EGI-
network dan merupakan anggota inti dari tim EGI 
Indonesia sejak 2003 (pada waktu itu masih ber-
nama WGPSR). Toolkit EGI dipakai untuk melaku-
kan pemantauan kualitas tata kelola di sektor listrik 
Indonesia secara berkala. 

 
 
2.  Electricity Provision Monitoring: merupakan suatu  
     rangkaian kegiatan pemantauan atas: (1) kualitas pa    
      sokan listrik dan kinerja PLN sebagai utilitas publik;  
     (2) kebijakan, peraturan dan program serta tari dan  
      subsidi listrik di Indonesia; (3) proyek-proyek ke 
      tenagalistrikan khususnya yang berbasis pada energi  
      fosil (fossil fuel-based ) dan berpotensi menimbul 
      kan dampak lingkungan dan sosial, dan yang melibat 
      kan lembaga keuangan internasional (International  
      Financial Institution). 

Program Tata Kelola Ketenagalistrikan (Electricity Gov-
ernance) bertujuan  mendorong terlaksananya reformasi 
tata kelola di sektor ketenagalistrikan  Indonesia, dengan 
fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi 
penyediaan tenaga listrik oleh utilitas publik dan swasta , 
serta mendorong partisipasi publik dalam perumusan 
kebijakan dan regulasi di sektor kelistrikan. 

IESR dikenal sebagai salah satu dari sedikit institusi yang 
memiliki kredibilitas dalam isu kelistrikan. Analisa dan 
pendapat dari para ahli IESR tentang hal-hal yang men-
yangkut ketenagalistrikan di Indonesia seringkali dikutip 
oleh media cetak dan ditampilkan di media elektornik 
(TV dan radio) baik domestik maupun internasional. 


